


5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama 
Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Tahun 2002 
Nomor 13); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4826). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  
PERTAMA : Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan 

Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini; 

KEDUA : Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) meliputi Perizinan 
dan Non-Perizinan sebagai berikut: 

1. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga 
2. Pelayanan Rekam dan Cetak E – KTP 
3. Pelayanan Aktivasi IKD ( Identitas Kependudukan Digital ) 
4. Pelayananan Surat Keterangan Pindah 
5. Pelayanan Penerbitan SKPT 
6. Pelayanan Legalisasi Ahli Waris 
7. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian 
8. Pelayanan Legalisasi SKCK 
9. Pelayanan Ijin Keramaian 
10.  Pelayanan Rekomendasi Nelayan, Petani dan Ternak 
11.  Pelayanan Rekomendasi Permohonan Bantuan 
12.  Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu. 
13.  Pelayanan Penebitan AK. 1 ( Pengantar Kerja ) 
14.  Pelayanan Rekomendasi Bansos dan Hibah 












































